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BIPATIMUSIRAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAYYAS

NOtoR ltl TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUSI RAWAS NOTOR 35 TAHUN 2O1O

TENTANG PETUIiJUX iEUXSANAAN PENYELENGGAR/fuAN HUTAN TANAMAN
- -RAI(YAT 

DI KABUPATEN TUSI RAYI'AS

DENGAN RAHTAT TUHAN YANG ESA

BUPATI TU$ RAWAS'

bahwa petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan .Hutan 
Tanaman Rakyat

(HTR) di Kabupaten Musi Rawas-telafiliatur dengan Peraturan Bupati

Musi Rawas Nomor 35 Tahun 2010;

bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kehutanan Rl Nomor

Si.,+olrrr"n[ut-lil2bio tentairg Pencadangan Areal.untuk Pembangunan

Hutan Tanaman i;kdiS.Gs t 20.375 (dua puluh ribu tiga ratus.tujuh

ilrh lima) HektarOi faOupaten lvlusi Rawas Provinsi Sumatera Selatan'

maka peraturan'arpaii iiir"i Rawas Nomor 35 Tahun 2010 perlu

diadakan PenYesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimang llmaksud huruf a,dan

nrrrt b, perlu meneiapfan Feraturan- Bupati M.usi Rawas tentang

perubahan Atas Larpii"n Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 35

Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Hutan

Tanaman Rakyat di Kabupaten Musi Rawas'

undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah

ii";i;f rr oan-(oiapiaia di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Rl

Tahun lg5g ttomor Z'g, tamOahan Lembaran Negara Nomor 1821);

undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Fo[oiigraria (i-emb"t"n Negara Rl Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Rl Nomor 2$a\;

undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber Daya

Al", Hlayatioan erosistemnya (Lembaran Negara Rl Tahun 1990 Nomor

ag, tamUahan Lembaran Negara Rl Nomor 3a19);

undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran

N6;r; Rl Tah--un 1999 Nomor 167, Tambahan- -Lembaran 
Negara Rl

ttoiror 3888); seUagaimana telah diubah dengan Undang-Unda19 Nomor

1g Tahun ZOO+-ie"ntang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

undang-undang Nomor-l Tahun z}o4 tentang Perubahan atas undang-

Undan[ Nomoi +1 Tahun 1999 tentang 
-Kehutanan 

menjadi Undang-

unaanU (Lembaran Negara Rl Tahun z}o4 Nomor 86, Tambahan

Lembaian Negara Rl Nomor M12l;

c.
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5. Undang.UndangNomor32TahunzooltentangPemerintahanDaerah
(Lembaran Negara 

'ili 
r"nrn z1g4 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Rl Nomor ugl); sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

perubahan Kedua nds- u-noang-u-ndang Nomor 32 Tahun 20w tentang

pemerintahan Daerah (Lembar"n tt"gir- -ll Tahun 2004 Nomor 59,

famUanan Lembaran Negara Rl Nomor 4844.)i

Undang.UndangNomorS2Tahun2o0gtentangPerlindungandan
pengelolaan Lingkunffi nuup (Lembaran Neg?r-a Rl Tahun 2009 Nomor

i;0:iilbahan-Letn6atan Negara Rl Nomor 3039);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun z}c4 tentang Perencanaan

Kehutanan (l-emlara" r.r"g"ra Rl Tahun z}eA Nomor 146, Tambahan

Lembaran Negara Rl Nomor 4454;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OO7 tentang Tata HutaT. g"n

Penyusunan nen"ana Pengelolaan Hutan, serta Pemanf,aatan Hutan

(Lembaran f*egaia nt f"n[n 2OO7 Nomor 22, Tambahan Lembaran

Negara nr Nomoi ao6ol, seulqlamana telah diubah dengan Peraturan

pemerintah Nomor i rinun z6oa (Lembaran Negara Rl Tahun 2008

Xomor16,TambahanLembaranNegaraRlNomor4Sl4\;

6.

7.

'3
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 177lKpts-ll/2003 tentang Kriteria

dan lndikator i"ng"lolaan Hutan Secara Lestari pada Unit Managemen

Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman;

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-112007 tentang

Rencana r"ri",--n"n."n" Keria Tahunan-dan Bagan rgti." Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan lGyu'pada Hutan Tanaman lndustri dan Hutan

Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman;

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P'55/Menhut-ll/2011 tentang Tata

cara Permohonan lzin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada

Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman;

12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor sK.46/Menhut-11x2010 tentang

pencadang"n Ar""l untuk pembangln1n |1yt1 Tanaman Rakyat seluas

t 20.375 (Dua putin Nbu igg-n q" t:iyh. Putuh Lima'1 Hektar di

kauupaten Musi Rawas provinsi sumatera selatan.

13. Keputusan Bupati Musi Rawls Nomor : 422KPTS/KEHUT/2012 tentang

penetapan ni6rasi Areal lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Hutan fanaman Rakyat di Kabupaten Musi Rawas'

TETUTUSI(AN:

: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUSI RAWAS

NOTOR 35 TAXUTT 2O1O TENTANG PETUNJUK PEI'AKSANAAN

PENYELENGGACi\AN HUTAN TANAIIAN RAI<yAT DI KABUPATEN

TUSI RAYVAS

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor

35 Tahun 2010 C;6g Petuniuk Pelaksanaan Penyelengg.araan Hutan

Tanaman Rakyat Oi GOipaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi

Rawas Tahun ZOJO f.foinot 35) diubah sehingga berbunyi sebagaimana

teicantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini'

MenetaPkan
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Parel ll

PerattrranBupatiinimulaibelhkupadatarrggaldiundarrgkan.

Agarsetiaporangmeng€tahrlinya,m.emennEhkanpengurrdanganPerafuran
Bupti ini dengan perpnrpa6nnya'd;1", Be!ila baeran Kebupabn Musi

Rryuas.

-- .- Ditetapkan di LubuklirBgau

Pada ianggal g 4ueu,9 2012

\ BUPAn fus! RAwAs/

Diurdangkan di Lubuklinggau^ ^ - -
pada taryd I *gtft1tl 

'V1Z
SH(RETAruS DAERAH

..?
?-_

o

TUSI RAWAQI

RAlDUSYAHRlsH.tt.

Nlp.19570704 tgsG03 t 005'

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN aO1INOMOR ..OP

t terna tda

. ..;"ffi
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I.AMPIRAN:PEMTURANBUPATIMUSIRAWAS
NOMOR : lt TAHUN 2012

TANGC,AL: grtgrntuS 2012

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Hutan merupakan salah satu ekosistem sumberdaya alam hayati yang

dapat diperbahat i, *Lrpunyai *.i-einting dalam perekonomian nasional dan

berfungsi pula sebagai perlind,ng"n qi'I", penyanggakehidupan. oleh karena itu

keberadaan hutan sangat strat&is Oalam..i<etrtup"* berbangsa dan bemegara'

Keadaan seperti ini hanya oimrn-giinkan oit" nugir dikerora secara restari dengan

mendasarkanpadakarakteristik-dansistemmekanismeintema|hutansebagai
ekosistem.

seialan dengan tuntutan reformasi, pengelolaan hutan dilakukan dengan

menggunakan paradigma..berb"tit *""yarakat agar diperoleh rasa kebersamaan'

pemberdayr"n-d"n lieadilan, seluruh komponen masyirakat merasa memilik dan

ikut menjaganya. Upaya ini dharapkan dapat meniadi(an hub.ungan yang harmonis

antara hutan, pengelola hutan, 6ffi f;;h1t"n Aran yang ArtuiY adalah semangat

untuk lebih menseiahterak"n r"ty"rl(t.s9litar hutan, dan meniadi lebih berdaya'

Luas hutan negara di;ilat;h Kabuglten Musi Rawas seluas t 599'455

Ha. sampai saat ini, hutan oi xaorpli.n rvrr.i Rawas telah memberikan kontribusi

yang penting Oalam pembangunan daerah dan masyarakat antara lain dalam bentuk

peningkatan pendapatan masyarakat, penyeraP?n ienaga kerja, pemenuhan bahan

baku industri dan jasa ringkungrn.-N"run iemirian dahh dekade terakhir ini, hutan

mengalami banyak kerusakan sehingga tidak dapat menialankan tugasnya secara

optim 
produksi hasir hutan baik kayu maupun non kayu sehingga.sangat perru

ditingkatkanperannyauntukkeseiahteraanmasyarakat'secaraberkeadilandan
berkelanjutan.

salah satu yang berkembang dan meniadi. kebijakan nasional dalam

rangka p"ng";Urli"n d"n-peningkatan fups! h.utan adalah program hutan tanaman

rakyat. Hutan ianaman niry"iiiiCl 30"14 hutan tanaman pada hutan produksi

yang dibangun opn f"Orpoi. *I.V"6t il untuk meningkatkan potensi dan kualitas

hutan produksi dengan ,"n","prdn .ilrikultrr dalam rangka menjamin kelestiarian

sumberdaya nutan] ntR ,n"il-Gx"n sarah satu arteinatif daram mendukung

revitalisasi sektor kehutanan yang perlu dipercepat untuk meningkatkan kontribusi

kehutanan t"rir"o"p pertumoun"i 
"tonomi 

dan pengurangan pengangguran dan

pengentasan iemiskinan (progrowth, pro job' pro-poor)'

nOania kebiiai'an 
-nasionai tentang HTR tersebut merupakan suatu

peluang unt;k' p"to"ii,"n O"n 
-p"ngembalia-n 

fungsi hutan' Oleh karena itu'

diperlukan ,"n*n" umum Oan [onip pelaksanaan HTR yang sesuai dengan

karakteristik dan kondisi witayan i"ng lol. Kondisi arear ini masih daram kondisi

kritis, kosong, dan belum ,"n""iminian suatu hutan. Areat masih berupa lahan

semak belukar dengan ditanamitanaman perkeb.unan pada bgperapa tempat'

ng"r p"i;k 
"n""n 

Oi[pangan slsuaidengan yang diharapkan lafa perlu

disusun petunjuk pelaksanaan p6nyelenggaraati Hirtan Tanaman Rakyat di

KabuPaten Musi Rawas'

B. Tuiuan
Tuiuan disusunnya Petuniuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Hutan

Tanaman nlffit ini 
"d"r"'n 

sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bagi lnstansi

pemerintah,- Femerintah Daerah dan masyarakat -dalam 
penVe-191-Og:t:1

Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat- di- Kabupaten Musi Rawas' agar sesual

dengan kaidah teknis yang ,"p", dil baik.dari aspek fisik, sosi3t: :^kolTi^gl,
budaya wilayah seteinpit t"nitigga pelaksanaan kegiatan dapat mencapal

sasaran/tuiuan Yang ditetaPkan'
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Ruang ttp"ll,lrunan petuniuk petaksanaan Penyelenggaraan HTR ini

diberlakukan meliputi prinsip dan sasaran, penyelelggarain ffneJaOln 
lokasi' pola

penyelengg"r""n, mekanism" p*Gti"n'i=in, tahiflan kegiatan), pendampingan'

ileniuinaan dan Pengendalian'

Pengertian-Pen gertian
Dalim pedoman iniyang dimaksud dengan

1. Hutan tanaman rakyat yang t"f"niu]tnya disingkat HTR adalah hutan tianaman

pada hutan produksi yang ;id;gr" on[ kebmpok masyarakat untuk

meningkatkan potensi dan kualital hutan produksi dengan menerapkan

silvikultur Oahm[ngka meniamin kelestarian sumber daya hutan'

2. Kerompok rani- H,it"n trinl 
"al;i;h 

kumpuran individu petani/masyarakat

setempat dalam satu wadan orga;isasiyang tumbuh berdasarkan kebercamaan'

kesamaan profesi, dan kepentingandalim memanfaatkan sumberdaya alam dan

berkeingin"n 
-unt t bekeriasani" 0"i", rangka pengembangan usaha hutan

tanamai untuk keseiahteraan anggotany3'. .

3. lndividu petani/masyarakat se#i;a adalah masyarakat yang tinggal didalam

dan/atausekitarhutansebagaikesatuankomunitassosialberdasarkanpada
mata p"n*ri"n ut"r"ny" *rg;$rlg..p"d". hutan dan hasil hutan dengan

d ibuktikan ru iri- r"i"t"ngi n dom-osili dari kepala-desa setempat'

4. pengawas Tenaga Teknis 11"6ffit* 6niASCnr'rS) PHPL adalah pegawai

instansi kehutanan yang ,"ritixi kompetensi dibidang pengawasan dan

pemeriksaan pengelolaan hrta; ;t"duksi .lestari sesuai dengan kualifikasinya

yang diangrat-dan"oiu"rrr"ntikan'oi;hGpara Balai atas nama Direktur Jenderal'

5. Koperasi aOalaft' [operasi .primer 
yang- didirikan dan beranggotakan orang

seorang sebagaimana dimakruO O"ti, flndang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

tentang PerkoPerasian
6. peroranga" ;b;i;h Warga Negara Republik lndonesia yang cakap bertindak

menurut hukum
7. Kepala Keluarga (KK) adalah.perorangT yan.g diberi lzin usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Hy, ii"O'" ffrt"n t'"naman Rafyat dalam Hutan Tanaman'

B. Masyarak"t "i"f"n 
set<umputan ot"ng ,"ng bertempat tinggal dalam suatu

daerah f 0"." l"ng 
-r"rri. 

dalam ar6ai pencadangan HTR Kabupaten Musi

Rawas
g. Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal sy3tu masyarakat

pemerintahan sendiri yang ,"tri dalam areal pencadangan HTR Kabupaten

Musi Rawas
10.sistem silvikultur adalah sistem budidaya hutan atau sistem teknik bercocok

tanaman hutan mulai dari memilih Oehifr atau bibit, menyemai' menanam'

memelihara tanaman dan memanen'
ll.Rencana feria U."n" Pemaniaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman

Rakyat yang setanjutnya olgingryriixuPflflK-HTR adalah ren@na keria untuk

seluruh 
"r"it 

r"ilurpHHK-HTC, antara lain memuat aspek kelestarian usaha,

aspek kesembangan lingrung'an o."l sosial ekonomi yang disetuiui

BtipatiMalikota atau Peiabat yang dituniuk' 
.

12.Rencan" xeri, rrrrrndn usitra-pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan

Tanaman narvat selaniutnya oiiingxx RKT adalah rencana keria yang disusun

se@ra gabungan dalam sad k;i;;pok tani hutan (](TH) dan/atau koperasi

untuk jangka waktu 1 (satu ) tahun,yang merupakan peniabaran RKUPHHK-HTR

yang disampaifan kep'ada UPT sebagaibahan pemantuan'

13.Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan yang selanjutnya disingkat Pusat P2H

adalah satuan Keria di xementerian 
'refutanan yang menerapkan Pola

Pengelola"n i"rrnian Badan Layanan umum untuk memberikan pelayanan

berupa p"ny"O[n 
-pembiayaan pemuangunan hutan antara lain kepada

pemegang IUPHHK-HTR'
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l4.Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan'

memanfaat[an lasa lingkungan,fremanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu

serta ,n"rrdrl r,asii fiutaridil a;; bukan.kayu. secara.optimal dan adil untuk

kesejahter""i r"tyarakat d9nlan teta.p menjaga kelestariannya'

ls.pemanfaatan kawasan aoanf,-iegiatbn uritu-f memanfaatkan ruang tumbuh

sehingga diperoleh manfaat iilgkfiGn,-manfaat sosial dan manfaat ekonomi

secarllptimal dengan tidak mengurangi fu ngsi utamanya.

16.Dana bergulir adilah dana y611 .Uerslmber dari alokasi APBN atau yang

disamakan o"ng.* ApBN dan'sumber Dana Lainnya, yang dipiniamkan kepada

pemegang rup-nnr-HTR untuk pembangunan hutan tanaman dengan suku

bunga terteniu V"ng harus Olj,lillian tepida. pemegang IUPHHK-HTR lainnya

j ika iangka wattu piijaman- oerakh ir atau d iberhentikan.

lT.lzinUsaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam

Hutan ranaman tiUFrffff-fffnJ "Oanfr 

'izin usaha yang diberikan untuk

memanfaatan hasil hutan Grp" kayu dalam hrftan tanaman pada hutan

produksi yang dibangun opn perora{1n atau koperasi untuk meningkatkan

potensi oan 
-tarvatital hutan plodukgi dengan menerapkan silvikultur dalam

iangfa meniamin kelestarian sumberdaya hutan'

lg.pendarpintilJaratr Fenvuu6lapangan kehutanan, koperasi/lembaga swadaya

masyarakat (LSM)ffenaga reriisaiana Terdidik OKS-T/Tenag.a Keria Sosial

yang bertugas sebagai pendampingan Y3ng -bersif{ Jgknis' penguatan

kelembagaan dan usaha, v"ng oit niui oleh'Bufati atau Pejabat yang ditunjuk,

yang ,"riiim pengetlhGn 
-d"n klterampilan dalam bidang pembangunan

usaha Hutan Tanaman RakYat'

lg.Tanggung renteng adalatr menggabunglgn diri masing-masing untuk

menanggung hrtdg sehingga dengan demikian baik bersama-sama maupun

sendiri-sendlri atau Jahfr seoiang saja menangg.ulg seg?l? lugng'
2O.Dinas Kehutanan Kabupaten 5Oal"f, instarisi Pemerintah Kabupaten Mu:i

Rawas yan; diserahi tugas dan tanggung jawab di b'rtang kehutianan di

KabuPaten.
2l.Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung iawab di bidang

kehutanan.
22. Dinas Kehutanan Provinsi adalah instansi Pemerintah Provinsi sumatera

Selatan y21n9 diserani tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di

provinsi.
23.Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) . adalah BP2HP

Wlayah V V*g merupakan Unit Pelaksana Teknis Kemanterian Kehutanan

yang mempunyai fungsi 
"nt"tJ 

hin penyiapan tenaga teknis bidang bina

i,idufrikeirutanan dan penyiapan rekomendasi pemberian izin Hutan Tanaman

RakYat.
24. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BIKH) adalah BPKH Wilayah ll sumatera

yang ,n",up"["n unit pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan yang

mempuny"iirg"r metaksanakan penguku.han kawasan hutan, penyiapan bahan

perencanaan lehutanan wilayah, ftnyiapan data perubahan fungsi serta

perubahan status / peruntukan farnbsan hutan, penyaiian data dan informasi

pemanfaatan kawasan hutan, penilaian penggunaan kawasan hutan dan

penyajian data informasi sumber daya hutan'

BAB II
PENYELENGGARAAN

A. Prinsip dan Sasaran Hutan Tanaman Rakyat

1. Prinsip Penyelenggaraan Hutan Tanaman Rakyat

a) Masyarakat mengorjanisasikan . dirinya berdasarkan kebutuhan

p"rb"ngrnan hutai ta-naman rakyat secara mandiri dan tidak tergantung

pada proyek ataupun bantuan. Prinsip ini dikembangkan dalam

kelembagaln sehingga ada tanggung renieng _atas kervaiiban terhadap

lahan/ht[an, keuangan dan kelompbk, serta bersifat padat karya'
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b) Pengakuan/rekognisi masyarakat dalam pengelolaan hutan dengan' 
diberikannya Surat Keputusan IUPHHK-HTR'

c) Kegiatan femanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman' meiiputi penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan,

pemanenan, dan Pemasaran.
2. Sasaran Hutan Tanaman RakYat

a) Masyarakat yang berada itiOatam dan/atau disekitrar hutan yang merupakan

kesatuan f6mu-nitas sosial yang didasarkan pada persamaan mata

pencaharian yang bergantung padi hutan, keseiarahgl' felerifatan tempat

iinggatserta iata tertiU fehidupan bersama 94", wadah kelembagaan.

b) KaGsan Hutan produksi yang tidak produktif, tidak dibebani izin/hak lain,

letaknya diutamakan dekat dengan industri hasil hutan, dan telah ditetapkan

pencaiang"nny" sebagai bklsi hutan tanaman rakyat oleh menteri

kehutanan.
c) Fasilitasi yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan

kewenan{"n- antara lain pengakuan status leg.alitas, pengq3tan

kelembaf,aan, bimbingan dan'penyuluhan teknis, pendidikan dan latihan,

pembiaYaan, dan Pemasaran.
d) iupnrn-nrn yang meliputi kegiatan penyiapan lahan,.. pembibitan'

penanaman, peme$iaraan, pemanenan, dan pemasaran hasil hutan kayu

dari hutan tanaman rakyat.

Penetapan Lokasi
1. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.46/Menhut-1tx2010

t*ggrf 15 Januari 2010 tentang l.gd.Tgan Areal untuk Pembangunan

Hutan Tanaman Rakyat Setuas i ZO.gtS (Dua Puluh Ribu Tiga Rafus Tuiuh
puluh Lima) Hektar di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

2. MeliputiWilayah Hutan : HP. Benakat Semangus dan HP Tambangan'

3. r"pirtur"n bupati Musi Rawas Nomor : 422KPTS/Kehut/2012 tentang
penetapan Aloi<asi Areal lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan

Tanaman Rakyat di Kabupaten Musi Rawas'

Pola Penyelenggaraan
pola pengemUingan HTR direncanakan mengikuti 3 pola, yaitu_ (1) Pola Mandiri' (2)

pola Keiritraan,- O"n (3) Pola Developei. Masyarakat. dapat .memilih atau

menentukan pola penyelinggaraaan yang akan digunakan dengan difasilitasi oleh

pemerintah daerah.
irengertian dari masing-masing pola adalah sebagai berikut:

1. Pola Mandiri
a)YaituHTRyangdibangunolehpemegangIUPHHK.HTR
bi penerbitaniUpinX-ftlR fepada perorang3n atau koperasi oleh Bupati

ci pemegang IUPHHK-HTR membentuk kelompok untuk memudahkan' 
pelayanan perizinan dan pembiayaan (Akat kredit atas nama perorangan

ita,tfoperasi, angsuran pokok dah bunga sampai lunas setelah panen)

d) Ketua keforbof- mengi<oordinir pelalisanaan Hutan Tanaman Rakyat,

pengajuandanpengembalianpin|aman,sertapemasaran.
e) PendamPingan.

2. Pola Kemitraan
a) Yaitu HTR yang dibangun oleh pem€?ng IUPHHK-HTR bersama dengan

mitranya berdisarkari kesepakatan 
- 

bersama dengan difasilitasi oleh

pemerintah dan/atau pemerintah daerah agar terselenggaranya kemitraan

yang menguntungkan kedua belah pihak'

b) illemegan! tupHHK-HTR yang ditetapk3Loleh Bupati

ci penenluai mitra dan pembu-atan pe6alinan kedasama difasilitasi oleh

pemerintah daerah agar terseienggara kemitraan yang saling

menguntungkan.
d) eem6anluian ditaksanakan sendiri oleh pemegang IUPHHK-HTR dengan

pembiayi"n oleh mitra, serta mitra bertanggung iawab atas saprodi'

pelatihan, pendampingan, dan pemas€lran'
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3. Pola DeveloPer
a) yaitu HTR yang dibangun olelr BIIM-N atau BUMD atau BUMS atas

permintaan iari pemeging IUPHHK-HTR dan biaya pembangunannya

menjadi tanggung jawab Developer dan dikembalikan secara mengangsur

sejak keputusan I UPHHK-HTR diterbitkan'
b) u6megdng tupHHK-HTR yang ditetapkan oleh Bupati.

ci eenunpt<an devoloper difasilitasi oleh pemerintah.

d) permohonan kredii oleh pemegary izin seda!9kan Akad kredit dengan

devoloper, ada kesepakatan dan diketahuioleh Bupati.

e) pembangunan dilaksanakan oleh Devoloper sampa! tahun ketiga atau

sesuai diur, dan dilanjutkan oleh pemegang izin, selanjutnya pengalihan

akad kredit ke pemegang izin difasilitasioleh pemerintah daerah.

D. Mekanisme Pemberian lzin
1. Mekanisme

a) permohonan diajukan oleh perorangan atau koperasidengan ketentuan :

.i1 e"roran!"n merupakan masyara-kat penggarap di. areal yang telah

Oicadan[f"n oleh menteri keirutanan, masyarakat.desa tempatan/desa

terOeiat-areal yang dicadangkan, dan atau masyarakat desa sekitar desa

temPatan
2) Koperasi yang dibentuk dan beranggotakan masyarakat setempat dan atau

bersama-sama seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan kehutanan

format dan bidang ilmu tiin, pemah atau bekeda dibidang kehutanan,dan

pendamping, dengan administrasi yang jelas'

31 bketsa AanTatau peta areal yang- dimohon antara lain memuat informasi

menlenai wilayah administrasi pemerintahan, koordinat, dan batas-batas

V"ng- i"l"r, s"rt" berada dalam areat pencadangan 
. 
HTR yang telah

Oiteiaf3an oleh Menteri Kehutanan dan Keputusan Bupati Musi Rawas.

b) Permohonan IUPHHK-HTR dari perorangan' 1) Diaiukan kepada Bupati lvlusi Rawas melalui kepala desa dengan

melampirkan Persyaratan Permohonan :

a.FotoCopyKTP,fotokopikartukeluarga,sketsaapal;
b. K"t"r"nbin Kepala tiesa bahwa pemohon berdomisili didesa

tersebut
2)ffi;';-:ef,,TiJiH#,EUL1'i,'T:n:HL.[:f fffi ll:'5:$?:]l

verfifasi dan berkas permohonan kepada Bupati dengan tembusan

kepada camat dan BPPHP dilampirifoto kopi permohonan.

3) eipFlp berkoordinasi dengan BPKH untuk memverifikasi persyar_atan

administrasi dan sketa/peti areal berdasarkan permohonan verifikasi

dari kepala Dinas Kehuianan dan hasilnya disampaikan kepada Bupati

sebagai pertimbangan teknis.
4,) gerdisarkan reko-mendasi dan pertimbangan teknis KepaE_Dinas

Kehutanan melakukan penilaian atas permohonan IUPHHK-HTR, dan

hasilnya disampaikan kepada Bupg! sebagai dasar untuk

menyetuluiftidak permohonan IUPHHK-HTR.
S) .lifa iisetujui, Kepala Dinas Kehutanan menyiapkan konsep keputusan

dan peta areal kerja.
6)BupatimenerbitkanIUPHHK.HTRkepadaperorangan.

c) Permohonan IUPHHK-HTR dari koperasi
1) Diajukan kepada Bupati Musi Rawas dengan tembusan kepala desa-

dengan melampirkan Persyaratan Permohonan :

a. Foto copy akte Pendirian
b. Keterangln dari Kepata Elesa yang menyatakan bahwa koperasi

dibentuk oleh masyarakat desa tempatan, bukan dari masyarakat

luar desa bersangkutan;
c. Beberapa desa 

-tempatan sekitar hutan dapat membentuk satu

koperasi HTR;
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d. Dalam hat didesa sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c,

sudah memiliki koperasi, koperasi tersebut dapat mengaiukan
permohonan IUPHHK-HTR;

e. Peta areal yang dimohon untuk luasan diatas 15 ( lima belas ) hektar
dengan paling kecilskala 1 : 10.000.

2) Kepala desa melakukan verifikasi keabsahan persyaratan permohonan,

menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi kepada Bupati dengan
tembusan kepada Camat dan BPPHP.

3) BPPHP berkoordinasi dengan BPKH untuk memverifikasi persyaratan

administrasi, berdasarkan permintaan verifikasi dari dinas kehutanan
dan hasilnya disampaikan kepada Bupatisebagai pertimbangan teknis.

4) Berdasarkan rekomendasi dan pertimbangan teknis Kepala Dinas
Kehutanan melakukan penilaian atias permohonan IUPHHK-HTR, dan
hasilnya disampaikan kepada Bupati sebagai dasar untuk
menyetujuiftidak permohonan IUPHHK-HTR.

5) Jika disetufui, Kepala Dinas Kehutanan menyiapkan konsep keputusan
dan peta areal kefla kepada koperasi.

Verifikasi
a) Kepala Desa

1. Berdasarkan permohonan IUPHHK-HTR perorangan, Kepala Desa
melakukan verifikasi kelengkapan administrasi perorangan berupa KTP
dan/atau domisili, kartu keluarga, sketsa peta diketahui pendamping dan
disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan/atau Kepala
KPHP dengan tembusan Kepada Camat dan kepala UPT.

2. Berdasarkan tembusan permohonan IUPHHK-HTR sebagaimana
dimaksud, Kepala Desa melakukan verifikasi kelengkapan administrasi
koperasi antara lain : badan hukum, keabsahan anggota koperasi,
fotokopi akte pendirian, dan kantor didesa tempatan, serta sketsa/peta
diketahui pendamping, dan disampaikan kepada Kepala Dinas

Kabupaten/Kota dan/atau Kepala KPHP dengan tembusan Kepada
Gamat dan kePala UPT.

3. Membuat rekomendasi yang menyatakan keabsahan persyaratan
permohonan yang ditujukan ke Bupati dengan tembusan kepada Kepala

BPPHP, Kepala BPKH, dan Camat.
b) Kepala Dinas Kehutanan.

1. Membantu melakukan Penilaian permohonan IUPHHK-HTR
Z. Menyiapkan konsep Keputusan Bupati dan konsep peta areal kerja

IUPHHK-HTR.
c) Bupati.. 

Menerbitan Keputusan IUPHHK-HTR, berdasarkan rekomendasi kepala

desa, pertimbangan teknis kepala BPPHP dan BPKH, serta penilaian dari
Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas.

Perizinan.
a) Jangka IUPHHK-HTR diberikan waktu lzin Pemanf,aatran Hutan sesuai

dengan jenis usahanya, diberikan paling lama 60 (enam puluh) tahun. dapat
diperpanjang sekali untuk jangka waktu 35 tahun, berdasarkan evaluasi
yang dilakukan se@ra berkala setiap 2 (dua) tahun oleh pemberi izin,

dengan ketentuan:
1) luas areal HTR paling luas 4 (empat) hektar untuk setiap pemegang izin

perorangan;
2). Dalam hal pemegang izin dalam bentuk Koperasi, areal paling luas 700

(tujuh ratus) hektar dengan didukung oleh daftar nama anggota
koperasi yang jelas identitasnya.

3). Letak areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), harus berada
dalam lokasipencadangan HTR yang telah ditetapka oleh Menteri.

b) lzin pemanfaatan hutan hapus, apabila:
1). izin diserahkan kembali oleh pemegang izin dengan pemyataan tertulis

kepada pemberi izin sebelum jangka waktu izin berakhir
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2'). izin dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi yang dikenakan kepada
pemegang izin, apabila memindahtangankan tanpa persetujuan
pemberi izin, tidak melaksanakan kegiatan nyata dilapangan paling

lambat 1 (satu) tahun sejak izin diberikan, dan tidak menyusun
RKUPHHK-HTR paling lambat 2 (dua) tahun sejak diberikan izin;

3). Berakhimya masa berlaku izin; atau
4). Meninggalnya pemegang izin.

c) Sebelum izin hapus, terlebih dahulu diaudit oleh pemberi izin.

d) Hapusnya izin tidak membebaskan kanvaiiban pemegang izin untuk
melunasi seluruh kewaiiban finansial serta memenuhi seluruh kewajiban
lainnya yang ditetapkan oleh Pernerintah, Pemerintah Provinsi, dan

Pemerimah Kabupaten.
e) Kelompok tani yang dapat mengaiukan permohonan piniaman untuk

pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), yaitu :

1) Beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang pemegang IUPHHK-HTR,
seluruhnya berkeinginan untuk meminjam dan setiap izin paling sedikit
seluas I (delapan) hektar;

2) Memiliki dokumen kelompok yang memuat nama dan alamat kelompok,
pengurus, nama dan alamat anggota serta peraturan kelompok.
Dokumen kelompok dilegalisir oleh kepala desa dan diketahui oleh
Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas-

3) Mendapatkan pendampingan oleh petugas yang dituniuk oleh Bupati
Musi Rawas, yang dibuktikan dengan Keputusan Penunjukan.

4) Peraturan kelompok yang ditanda tangani oleh ketua, anggota dan
pendamping, berisi antara lain hak dan kewajiban terhadap :

a) Pengelolaan areal HTR sesuai IUPHHK-HTR;
b) Pengelolaan piniaman dan pengembalian dana bergulir;
c) Pemanf;aatan dan pemasaran hasil produksi HTR;
d) Anggota kelompok; dan
e) Tanggung renteng.

5) Pendampingan diprioritaskan
Sipil.

Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri

E. Tahapan Kegiatan
1. Persiapan.

a. Pemerintah Kabupaten melakukan sosialisasi ke desa terkait mengenai
alokasi dan penetapan areal atau dapat menggunakan Lembaga Swadaya
Masyarakat yang ada di Pusat, Provinsi atau di Kabupaten.

b. Survey sosialekonomi masyarakat calon pengusul HTR'
c. Survey lokasi HTR (topografi, kondisitanah, potensi, dll).
d. Pengukuran dan pemetaan konsep arealkerja.

2. Perencanaan/penyiapan lahan.
a. Penataan areal yaitu kegiatan mengatur pembagian areal ke dalam

bloUpetak.
b. Pembukaan wilayah hutan yaitu kegiatan penyediaan prasarana ialan dan

bangunan tainnya untuk menunjang kelancaran kegiatan pembanguan,
pembinaan dan produksi/pemanenan.

c. Pembersihan lahan yaitu pembersihan gulma dan vegetasi lainnya yang

akan mengganggu pertumbuhan tanaman, dilakukan secara manual,

mekanis dan kimia atau kombinasinya dengan tanpa bakar.
3. Penyiapan Bibit.

a. Pengadaan benih.
b. Pengadaan bibit.
c. Jenii tanaman yaitu tanaman sejenis atau tanaman berbagai jenis, terdiri

dari:
1) Tanaman pokok adalah tanaman berkayu (pohon) yang dapat ditianam

sejenis atau berbagaiienis, antara lain:
a) Kelompok Jenis Meranti (Shorea sp);
b) Kelompok Jenis Keruing (Dipterocaryus sp);
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c) Kelompok Non Dipterocarpa@ae, antrara lain:

1. Jati (Iectona gnndis);
2. Sengon (Paruserianfhes falcataria);

3. Sonokeling (Dalbergia latffolial;
4. Mahoni (Swietenia macrcPhYlla);

5. Kayu Hitam (Diospyros celebica);

6. Raiumas (Duabanga mollucana); dan

7. Sungkai (Percnema canescens):
8. Bambang Lanang (Modhuca aspera);

9. Sengon auto lenterolobium cyclocarpum)'

10. Jabon ( Antho cePhlus )
d) KelomPok kaYu serat, antara lain:' 1. EucaliPtus (EucalYPtus sPP);

2. Akasia (Acacia sP);

3. Tusam (Pinus sP); dan
4. Gmelina (Gmelina aftorca)'

e) Kelompo[r,rrrii purposeTree species (MPTS) antara lain:' 1. Karet (Heveabrrasillensrs);
2. Durian (Duio zibethinus\;
3. Nangka (ArtocarPus integn);
4. Mangga (Mangifera indica);

5. RamOutan (NePhelium laPaceum'1;

6. Kemiri (Ateurites moluc-canali
7. Duku (Lansiumdomisticum); dan

8. Pala (MYristica fmgnns)'
2) Tanaman TumPang Sari :. 

.

Tanaman tud;;.ari adalah tanaman pangan setahun/semusim yang

ditanam untuk m6mperoleh hasil tambahan selama masa menunggu

waktu penebangan, tianaman tumpangsari antara lain iagung, padi'

palawija dan lainJain
3) b"1", hal terdapat tanaman sawit diatas areal pencadangan HTR'
- ' a. Yang berumur rata-rata diatas 3 (tiga) tahun, diberi kesempatan- 

sam[ai umur 20 (dua puluh) tahun dengan kewajiban menanam

tanaman kehutanan sebagai batas'
b. berumur rata-rata diatas iO lseputuh) tahun, waiib ditanami.tanama

kehutanan sebagai tanaman sela, menyebar dengal iumlah 400

(empat otr.lpofion per hektar, dan atau dengan jara! 5 x 5 meter.

c. uerumur-rati,-'rata zti (dua puluh) tahun atau lebih, tanaman sawit

harusditebangdandigantidengantianamankehutanan:
Tanaman ffiffig*ri alahh tanaman pangan setahun/semusim yang

ditanam

Penanaman:
a. Prosentase komposisijenis tanaman untuk pembangunan HTR :

1) Tanaman Hutan berkaYu t 60 %'

2\ Tanaman Budidaya Tahunan Berkayu t49'/2
b. pengaturan fe[l-ioiliosisiienis tanaman pokok disesuaikan dengan iarak

tanam, kesesuaian iersyaiatan tempat iumbuh, dan kondisi fisiografi

lapangan;
c. Persiapan Iapangan yaitu menciptakan prakondisi untuk meningkatkan

prosentase tumbuh dan pertumbuhan tanaman;

d. Pengangkutan bibit; dan
e. PelaksanaanPenanaman.
Pemeliharaan:
a. PemuPukan;
b. Penyulaman;
c. Pendangiran;
d. Penyiangan/Pengendalian gulma; dan

e. pemangka."n CiO"ng Oar;eenjarangan (tuiuan kayu pertukangan)'
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6. Pemanenan:
a. lnventarisasi tegakan;
b. Penebangan; dan
c. Pengangkutan.

7. Perlindungan dan pengamanan hutan :

a. Pengendalian hama Penyakit;
b. Pengendalian Kebakaran; dan
c. Pengamanan Hutan.

F. Pelaksanaan
Tanaman yang dihasilkan dari IUPHHK pada HTB merupakan asset

pemegang izin usa'ha, tan dapat diiadikan agunan sepaniang izin usahanya masih

berlaku. pemanfaatan hutan yang (egiatannya dapat mengubah bentang alam dan

mempengaruhi lingkungan, 
-dipedukln 

analisis mengenai dampak lingkungan

(fiftf Onf-) sesuai dengan ketentuan peratu ran perundan g-u ndangan' 
Setiap pem6gang izin usaha pemanf;aatan hutan berhak melakukan

kegiatan dan mlmpei6ei manfaat dari hasil usahanya sesuai dengan izin yang

dipirolehnya. eemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman, berhak

mendapat 
-pendampiiga;' 

dalam rangka penguatan kelembagaan oleh bupati atau

pejabat yang ditunjuk.

G. Tahap PenYelesaian Kegiatan
Jenis-Jenis SanksiAdministratif bagi pemegang izin pemanfaatan hutan, berupa:

1. penghentian sementara pelayanan administrasi;

2. penghentian sementara kegiatan di lapangan;

3. denda administratif;
4. pengurangan jatah produksi; atau
5. Pencabutan izin.

BAB III
PENDATPINGAN

pendampingan yang bersifat teknis dilakukakn oleh Penyuluah Kehutanan Lapangan dan

teknisi kehutanan 
-l"inny". pendampingan yang bersifat penguatan kelembagaan

dilakukan oleh LSM, T(ST, Organisasi-Pedili Lingkungan, dan lainnya yang telah

Uerpengalaman dan memperoleh pelatihan pemberdayaan masyarakat'

A. Prinsip PendamPingan
1. Keierbukaan, O6mokrasi, adanya kepastian hak dan kewajiban serta tangung

jawab.
2. Mendorong masyarakat memecahkan masalahnya, menggali dan

mengembangan Potensi kelomPok
3. Kesetaraan,Ieselalaran, merupakan proses belaiar besama, tidak memaksakan

kehendak, saling melengkapi, membuka dialog dan keriasama

B. Syarat dan Kriteria
1. Syarat LSM : Terdaftar pada instansi yang benrenang, bergera.! dibidang

kehutanan dan pelestarian lingkungan, memahami HTR, berdomosili diwilayah

setempat, memiiifitenaga yang berpengalaman atau terlatih, memiliki peralatan,

menOipai persetujuan Olri pemerinian dan kelompok yang gkan didampingi

2. Syarat'p"nO"rping : Berp'engalaman atau telah mengikuti pelatihan, bersedia

Oefe4asama dengan pemerintah dan sesama pendamping, memiliki komitmen

dalam melaksana[an tugas, mempunyau sikap terbuja, dan mudah beradaptasi.

3. Kriteria penOarping : 
- 

Senang'beigaul, mudah menyesuaikan, mempunyai

komunikSti 
-irtig baik, beniawasin tentang hutan dan HTR, sehat'

berkePribadian baik.
4. Tugas eenoamping : Mengembangkan partisipasi, sikap, pengetahuan, dan

keterampihn fetbrn-pok tani dan anggotanya dalam pelaksanaan HTR


